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Abstract 
Environmental, Social, and Governance (ESG) disclosure is increasingly becoming a global concern as a form of 
corporate transparency and accountability on sustainability issues, especially in the energy sector, which contributes 
significantly to carbon emissions and has a significant social and governance impact. This study aims to analyze the 
influence of the board of directors and audit committee on ESG disclosure in energy companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange (IDX) for the period 2022–2024. The study uses a quantitative method with data analysis using panel 
data regression, involving 58 energy companies selected through purposive sampling. The results of this study indicate 
that the size of the board of directors, the size of the audit committee, and the frequency of audit committee meetings have 
a positive and significant effect on ESG disclosure, while the independent board of directors and the gender of the board 
of directors have no effect on ESG disclosure. The results of this study are expected to contribute to the development of 
corporate governance literature and serve as a consideration for energy companies in Indonesia in strengthening 
transparency and sustainability accountability. 
Keywords: Board of Directors, Audit Committee, Environmental, Social, and Governance Disclosure 

Abstrak  
Pengungkapan Environmental, Social, and Governance (ESG) semakin menjadi perhatian global sebagai bentuk 
transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap isu keberlanjutan, terutama pada sektor energi yang memiliki 
kontribusi signifikan terhadap emisi karbon serta dampak sosial dan tata kelola. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh dewan direksi dan komite audit terhadap pengungkapan ESG pada perusahaan energi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan analisis 
data menggunakan regresi panel data, melibatkan 58 perusahaan energi yang dipilih melalui purposive sampling. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, dan frekuensi rapat komite audit memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ESG, sedangkan dewan direksi yang independen dan gender 
dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ESG. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi 
pada pengembangan literatur tata kelola perusahaan serta menjadi pertimbangan bagi perusahaan energi di Indonesia 
dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas keberlanjutan. 
Kata kunci: Dewan Direksi, Komite Audit, Pengungkapan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola 

 

1. Pendahuluan 

Pengungkapan Environmental, Social, and Governance 
(ESG) semakin dipahami sebagai instrumen strategis 
yang mencerminkan tingkat keterbukaan perusahaan 
dalam menyampaikan informasi mengenai dampak 
kebijakan dan aktivitas operasionalnya terhadap 
lingkungan, sosial, serta tata kelola perusahaan [1]. 
Praktik pengungkapan ini tidak  hanya berfungsi sebagai 
sarana komunikasi non-keuangan, tetapi juga sebagai 
wujud akuntabilitas perusahaan dalam merespons 
tuntutan keberlanjutan yang terus berkembang seiring 
meningkatnya perhatian global terhadap isu perubahan 
iklim dan pembangunan berkelanjutan. Kondisi tersebut 
mendorong perusahaan untuk tidak lagi berorientasi  

 

 

semata pada pencapaian kinerja finansial, melainkan juga 
pada pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 
Berdasarkan data dari [2] mencatat bahwa lebih dari 80% 
investor institusional global kini mempertimbangkan 
faktor ESG dalam keputusan investasi, dengan aset 
kelolaan berbasis ESG mencapai US$35 triliun pada 
tahun 2022, mencerminkan transisi menuju ekonomi 
berkelanjutan. Kondisi ini semakin relevan bagi sektor 
energi, yang berkontribusi sekitar 73% terhadap total 
emisi gas rumah kaca global [3] dan sangat bergantung 
pada bahan bakar fosil, sehingga pengungkapan ESG 
menjadi krusial dalam mengurangi risiko transisi energi 
sekaligus memenuhi tuntutan regulasi internasional, 
termasuk komitmen dalam Paris Agreement [4]. 
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Indonesia sebagai salah satu kontribusi energi terbesar di 
Asia Tenggara, pengungkapan Environmental, Social, 
and Governance (ESG) mulai memperoleh momentum 
seiring dengan diberlakukannya regulasi Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan 
emiten dan perusahaan publik menyusun laporan 
keberlanjutan [5]. Statistik Bursa Efek Indonesia (BEI) 
mencatat  bahwa hingga  akhir  2024  sebanyak  882  
perusahaan  telah menerbitkan Sustainability Report, 
meningkat signifikan dari 2022 dengan tingkat adopsi 
mencapai 88% dan rata-rata pertumbuhan sekitar 15% per 
tahun. Sektor energi di Indonesia menjadi pusat perhatian 
dalam agenda keberlanjutan nasional karena tingginya 
kontribusinya terhadap emisi karbon dan 
ketergantungannya pada sumber energi fosil. sektor 
energi yang mencakup minyak, gas, dan listrik masih 
menunjukkan keterbatasan, di mana hanya sekitar 60% 
perusahaan energi yang mengungkapkan indikator ESG 
secara lengkap pada 2023 [4]. Pemerintah Indonesia telah 
menegaskan komitmennya untuk mencapai net zero 
emission pada tahun 2060 serta menargetkan bauran 
energi baru terbarukan (EBT) mencapai 23% pada tahun 
2025 sebagai bagian dari upaya transisi menuju ekonomi 
rendah karbon [6]. Namun, realisasi bauran energi 
terbarukan hingga saat ini masih berada di kisaran 12-
13%, menunjukkan tantangan signifikan dalam 
percepatan transisi energi [7]. Kondisi ini kontras dengan 
tekanan global yang semakin kuat, mengingat sektor 
energi memiliki kontribusi besar terhadap degradasi 
lingkungan dan ketidakadilan sosial. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan 
Environmental, Social, and Governance (ESG) yaitu 
karakteristik dewan direksi dan komite audit yang dimana 
memiliki peranan dalam pengambilan keputusan strategis 
perusahaan. Karakteristik tersebut meliputi, ukuran 
dewan direksi, komposisi dewan direksi, keberagaman 
gender dewan direksi, ukuran komite audit, dan frekuensi 
rapat komite audit. Beberapa penelitian sebelumnya 
menunjukkan bahwa faktor-faktor ini dapat 
mempengaruhi bagaimana perusahaan membuat 
keputusan, termasuk dalam hal pengungkapan 
Environmental, Social, and Governance (ESG). Namun 
hasil penelitian terdahulu tidak konsisten. Penelitian yang 
dilakukan oleh [8] dan [9] yang menemukan bahwa 
ukuran dewan direksi dengan jumlah anggota dewan yang 
lebih besar diyakini sebagai upaya memperkuat 
transparansi dan akuntanbilitas, tetapi penelitian yang 
dilakukan oleh [10] dan [11] menemukan bahwa ukuran 
dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 
ESG. Pada komposisi dewan direksi penelitian yang 
dilakukan [12] dan [13] menemukan bahwa dewan direksi 
yang memiliki proporsi independen lebih tinggi 
cenderung mendorong transparansi dalam pengungkapan 
ESG, tetapi penelitian yang dilakukan oleh [14] 
menemukan bahwa komposisi dewan direksi tidak 
berpengaruh terhadap pengungkapan ESG. Temuan yang 
dilakukan oleh [15] menemukan bahwan keberagaman 
gender dewan direksi diyakani mendorong transparansi 
dan kinerja keberlanjutan. Ukuran komite audit merujuk 

pada jumlah anggota yang tergabung dalam komite audit 
perusahaan, dan merupakan salah satu aspek srtuktural 
penting dalam tata kelola perusahaan. Penelitian yang 
dilakukan oleh [16] dan [17] menemukan bahwa 
Keberadaan komite audit dengan jumlah anggota yang 
memadai diharapkan dapat memperkuat fungsi 
pengawasan, tidak hanya terkait dengan pelaporan 
keuangan, tetapi juga pelaporan non- keuangan, termasuk 
pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), 
sementara temuan yang dilakukan oleh [18] menemukan 
bahwa ukuran komite tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan ESG. Selanjutnya, Frekuensi rapat komite 
audit mengacu pada jumlah pertemuan yang diadakan 
oleh komite audit dalam satu periode pelaporan biasanya 
dalam setahun dan mencerminkan tingkat aktivitas serta 
kecermatan komite dalam menjalankan perannya sebagai 
pengawas penyampaian laporan keuangan dan non-
keuangan seperti ESG (Environmental, Social, 
Governance) disclosure. Penelitian terdahulu yang 
dilakukan oleh [19] dan [20] menemukan bahwa bahwa 
frekuensi rapat komite audit berperan sebagai pemicu 
transparansi keberlanjutan, karena pengungkapan ESG 
berfungsi sebagai mediator yang menghubungkan 
intensitas rapat dengan peningkatan nilai perusahaan. 
Semakin sering komite audit bertemu, semakin besar 
peluang isu ESG dibahas secara serius, sehingga 
meningkatkan kualitas dan komprehensifitas 
pengungkapan keberlanjutan. Tetapi hal ini tidak sejalan 
dengan penelitian [21] yang menemukan bahwa frekuensi 
rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan ESG. Kondisi ini menunjukkan adanya 
ketidakkonsistenan hasil yang perlu diteliti lebih lanjut. 

2. Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis 
Teori Stakeholder 
Teori stakeholder diperkenalkan oleh Freeman pada 
tahun 1984, yang menekankan bahwa tanggung jawab 
perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kepentingan 
pemegang saham, melainkan juga terhadap keseluruhan 
pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk 
masyarakat, lingkungan, dan stakeholder lainnya yang 
memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap 
aktivitas bisnis [22]. Menurut teori ini, perusahaan 
memiliki tanggung jawab untuk memenuhi ekspektasi 
para stakeholder guna mempertahankan dukungan 
perusahaan dan memastikan keberlangsungan operasional 
perushaan dalam periode yang lama.  Pengungkapan ESG 
menjadi salah satu bentuk tanggapan perusahaan terhadap 
tuntutan stakeholder yang semakin peduli terhadap isu 
keberlanjutan. Struktur dewan, yang mencakup ukuran 
dewan, independensi dewan, dan keberagaman gender 
dewan, dapat memengaruhi tingkat sensitivitas 
perusahaan dalam merespons tekanan dari stakeholder 
[23]. Selain itu juga, struktur komite audit yang mencakup 
ukuran komite audit, dan frekuensi rapat komite audit, 
dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap 
praktik manajemen sehingga mendorong pengungkapan 
ESG yang lebih luas sesuai dengan tuntutan stakeholder 
[24]. 
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Teori Legitimasi 
Teori legitimasi berfokus pada kesesuaian antara sistem 
nilai perusahaan dan masyarakat, serta tujuan perusahaan 
dalam memenuhi harapan sosial [25].  Menurut teori ini, 
masyarakat memberikan wewenang kepada perusahaan 
untuk memiliki dan menggunakan sumber daya serta 
mempekerjakan karyawannya [26]. Oleh karena itu, jika 
terdapat ketidakcocokan antara nilai-nilai perusahaan dan 
masyarakat, maka masyarakat akan menganggap bahwa 
perusahaan telah melanggar kontrak sosialnya. Dalam 
konteks ini, teori legitimasi menegaskan bahwa 
pengungkapan informasi lingkungan, sosial, dan tata 
kelola (ESG) menjadi instrumen penting bagi perusahaan 
untuk mempertahankan dan memperkuat legitimasi di 
mata publik. Melalui pengungkapan ESG, perusahaan 
berupaya menunjukkan bahwa kegiatan operasionalnya 
sejalan dengan norma sosial, nilai etika, dan ekspektasi 
masyarakat terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan. 
Dengan demikian, pengungkapan ESG bukan hanya 
bentuk transparansi, tetapi juga strategi simbolik dan 
substantif untuk membangun kepercayaan dan dukungan 
dari pemangku kepentingan [27];[28]. Karakteristik tata 
kelola perusahaan, seperti efektivitas komite audit dan 
struktur dewan direksi, turut memengaruhi sejauh mana 
perusahaan mampu mengelola legitimasi sosialnya 
melalui pengungkapan ESG. Komite audit yang aktif 
tercermin dari frekuensi rapat yang tinggi dapat 
memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan bahwa 
pelaporan keberlanjutan disusun sesuai dengan standar 
etika dan kebutuhan informasi pemangku kepentingan. 
Dengan meningkatnya aktivitas pengawasan tersebut, 
manajemen terdorong untuk mengungkapkan informasi 
ESG secara lebih luas dan kredibel sebagai upaya 
mempertahankan legitimasi perusahaan di hadapan publik 
dan regulator [29]; [30]. 
 
Pengungkapan Environmental, Social, and 
Governance (ESG) 
Pengungkapan ESG merupakan instrumen untuk menilai 
sejauh mana perusahaan menginformasikan dampak dari 
pelaksanaan kebijakan dan tindakan terkait aspek ESG 
yang dijalankan di perusahaan [1]. Aspek lingkungan 
mencerminkan interaksi perusahaan dengan lingkungan 
fisik. Hal ini mendorong meningkatnya kesadaran akan 
pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan alam 
[31]. Berikutnya, aspek sosial berkaitan dengan pengaruh 
aktivitas perusahaan terhadap masyarakat, termasuk 
perlindungan hak konsumen, permasalahan hukum, hak 
asasi manusia, keberagaman dan inklusi, keselamatan 
serta kesehatan kerja, sistem remunerasi yang adil, dan 
pemberian kesempatan yang setara [32]. Terakhir, aspek 
tata kelola berkaitan dengan mekanisme pengelolaan 
perusahaan, mencakup keberagaman dalam susunan 
dewan, frekuensi rapat dewan, keberadaan komite, 
penerapan etika bisnis, serta upaya pencegahan terhadap 
tindakan kecurangan [33]. 
Hipotesis Penelitian 
Ukuran Dewan Direksi 
Ukuran dewan direksi merujuk pada jumlah anggota yang 
duduk dalam struktur pengambil keputusan tertinggi di 

perusahaan, dan mencerminkan kapasitas organisasi 
dalam menghadapi berbagai tantangan strategis serta 
fungsional dalam pengawasan korporasi [34]. Hal ini 
dibuktikan oleh teori pemangku kepentingan (stakeholder 
theory) dan teori legitimasi, dimana dewan direksi 
memegang peranan penting dalam memastikan 
perusahaan dapat memenuhi harapan berbagai pihak, 
termasuk investor, masyarakat, regulator, dan pelanggan, 
terkait transparansi pengungkapan ESG dan memperoleh 
legitimasi di hadapan publik. Hal ini juga di dukung oleh 
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [35] 
mengindikasikan bahwa terdapat keterkaitan yang positif 
dan signifikansi secara statistik dalam karateristik dewan 
direksi dengan pengungkapan ESG. 
H1: Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif 
terhadap Pengungkapan ESG 
 
Komposisi Dewan Direksi 
Komposisi dewan direksi merujuk pada proporsi anggota 
dewan independen (independent directors) dalam struktur 
dewan direksi yang memiliki latar belakang yang 
berbeda, termasuk keanggotaan direksi internal dan 
independen. Komposisi dewan direksi memainkan peran 
penting dalam tata kelola perusahaan, karena dewan 
direksi yang terdiri dari anggota dengan keberagaman 
keahlian dan perspektif dianggap lebih mampu untuk 
mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih efektif 
[36]. Hal ini sejalan dengan teori pemangku kepentingan 
(stakeholder theory) dan teori legitimasi menunjukkan 
bahwa dewan direksi independen seharusnya mewakili 
kepentingan stakeholder dan mendorong perusahaan 
lebih transparan terhadap pengungkapan ESG dan 
memperoleh legitimasi di mata publik karena dalam 
aktivitasnya sesuai dengan norma, nilai, dan ekspektasi 
publik. Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian 
yang dilakukan oleh [13] mengindikasikan bahwa adanya 
hubungan positif dalam independensi dewan yang lebih 
tinggi terhadap pengungkapan ESG.  
H2: Komposisi Dewan Direksi berpengaruh positif 
terhadap Pengungkapan ESG 
 
Keberagaman Gender Dewan Direksi 
Keberagaman gender dalam dewan direksi merujuk pada 
proporsi keterwakilan perempuan di antara anggota 
dewan, yang mencerminkan inklusivitas dan perspektif 
beragam dalam proses pengambilan keputusan strategis 
[37]. Hal ini sejalan dengan teori pemangku kepentingan 
(stakeholder theory) dan teori legitimasi, bahwa 
keberagaman gender memperkaya dewan direksi melalui 
berbagai sudut pandang. Selain itu, keberagaman ini 
meningkatkan akses terhadap sumber daya eksternal yang 
relevan. Kehadiran perempuan di dewan direksi juga 
berfungsi sebagai mekanisme untuk memperoleh 
legitimasi publik. Hal ini juga sejalan oleh penelitian yang 
dilakukan oleh [15] mengindikasikan bahwa adanya 
keterkaitan positif dalam keberagaman gender dewan 
mengenai pengungkapan ESG. 
H3: Keberagaman Gender Dewan Direksi 
berpengaruh positif terhadap Pengungkapan ESG 
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Ukuran Komite Audit 
Ukuran komite audit merujuk pada jumlah anggota yang 
tergabung dalam komite audit perusahaan, dan 
merupakan elemen struktur tata kelola penting untuk 
memastikan efektivitas pengawasan terhadap pelaporan 
keuangan dan non- keuangan seperti ESG. Dalam konteks 
ESG, hal ini menjadi penting karena pengungkapan yang 
berkualitas tidak hanya mencerminkan kinerja 
keberlanjutan perusahaan, tetapi juga berfungsi sebagai 
mekanisme legitimasi di mata pemegang saham dan 
pemangku kepentingan lainnya. Pengukuran ukuran 
komite audit menggunakan total anggota komite audit 
yang mengacu pada penelitian [38]. 
Hal ini sejalan dengan teori pemangku kepentingan 
(stakeholder theory) dan teori legitimasi yang 
menekankan bahwa keberadaan komite audit dengan 
jumlah anggota yang lebih besar berpotensi memperkuat 
fungsi pengawasan terhadap tindakan manajemen, 
sehingga peningkatan kualitas pengawasan ini pada 
akhirnya mendorong perusahaan untuk menyajikan 
pengungkapan ESG yang lebih komprehensif, sesuai 
dengan harapan dan tuntutan pemangku kepentingan dan 
dengan ukuran komite audit yang lebih besar dapat 
memperkuat perusahaan dalam mengungkapkan ESG 
guna mempertahankan legitimasi di mata publik. Seperti 
yang ditunjukkan dalam penelitian [39] yang 
menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan 
ESG di perusahaan-perusahaan di Indonesia.  
H4: Ukuran Komite Audit berpengaruh positif 
terhadap Pengungkapan ESG 
 
Frekuensi Rapat Komite Audit 
Mekanisme tata kelola perusahaan seperti komite audit 
dipandang penting untuk mengurangi asimetri informasi 
dan potensi perilaku oportunistik manajemen terhadap 
pemegang saham [40]. Salah satu dimensi yang dapat 
mencerminkan efektivitas komite audit adalah frekuensi 
rapat yang dilakukan. Rapat yang lebih sering 
menunjukkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dalam 
proses pengawasan, sehingga mampu memperkuat fungsi 
monitoring terhadap kebijakan dan praktik pelaporan 
perusahaan [29]. Hal ini dibuktikan oleh teori pemangku 
kepentingan (stakeholder theory) dan teori legitimasi 
yang menunjukkan bahwa semakin sering rapat dilakukan 
dapat mencerminkan intensitas pengawasan yang lebih 
kuat, sehingga meningkatkan tekanan terhadap 
manajemen untuk mengungkapkan informasi ESG secara 
lebih komprehensif sebagai bentuk respons terhadap 
tuntutan pemangku kepentingan dan mempertahkan 
legitimasinya di mata publik. Hal ini juga sesuai oleh 
penelitian [20] yang menunjukkan bahwa intensitas rapat 
komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pengungkapan ESG. 
H5: Frekuensi Rapat Komite Audit berpengaruh 
positif terhadap Pengungkapan ESG 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 Gambar 2. Kerangka Pemikiran 

3. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 
desain penelitian kausal, dimana fokus penelitian 
diarahkan untuk menganalisis dan membuktikan adanya 
hubungan sebab dan akibat antara variabel independen 
dan variabel dependen [41]. Penelitian ini menggunakan 
data sekunder yang diperoleh dari informasi yang dapat 
diukur secara objektif, seperti ukuran dewan direksi, 
komposisi dewan direksi, keberagaman gender dewan 
direksi, ukuran komite audit, dan frekuensi rapat komite 
audit. Variabel-variabel tersebut di uji untuk mengetahui 
seberapa jauh pengaruhnya terhadap pengungkapan ESG. 
Objek penelitian adalah perusahaan sektor energi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–
2024. Data ini diperoleh dari laporan tahunan dan laporan 
keberlanjutan perusahaan- perusahaan sektor energi yang 
dipublikasikan di situs web resmi Bursa Efek Indonesia 
www.idx.co.id. Alat analisis menggunakan Software 
Eviews versi 12 untuk melakukan regresi data panel. 
Teknik pengambilan sampel yang dipilih adalah 
purposive sampling dengan kriteria tertentu yang 
dijelaskan pada Tabel 1. 
 

Table 1. Sampel Penelitian berdasarkan Kriteria 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
Dari keseluruhan perusahaan sektor energi yang terdaftar 
di BEI periode 2022-2024, terdapat 58 perusahaan yang 
lolos seleksi sebagai sampel. Sehingga jumlah sampel 
penelitian ini sebesar 58 x 3 = 174 sampel.   
Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu 
Pengungkapan ESG diukur dengan menggunakan indeks 
pengungkapan berupa nominal scale yang dikembangkan 
oleh [42], [43] dan [44] yang terbagi menjadi tiga kategori 
besar yaitu environmental disclosure, social disclosure, 
dan governance disclosure dengan total item sebanyak 
45. Perusahaan yang mengungkapkan ESG sesuai dengan 

http://www.idx.co.id/
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indeks pengungkapan ESG tersebut diberi skor “1”, 
sedangkan yang tidak mengungkapkan diberi skor “0”. 
Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Ukuran 
dewan direksi diukur menggunakan total anggota dewan 
direksi yang merujuk pada penelitian [38]. Komposisi 
dewan direksi diukur dengan membagi direksi 
independen dengan total dewan direksi yang mengacu 
pada penelitian [45]. Keberagaman gender dewan direksi 
diukur dengan membagi jumlah dewan direksi 
perempuam dengan total dewan direksi yang mengacu 
pada penelitian [8]. Pengukuran ukuran komite audit 
menggunakan total anggota komite audit yang mengacu 
pada penelitian [38]. Frekuensi rapat komite audit diukur 
menggunakan total rapat komite audit per tahun yang 
merujuk pada penelitian [45]. Di Indonesia, sejalan 
dengan Pasal 13 POJK No. 55/2015 yang mengatur 
bahwa komite audit diharuskan untuk menyelenggarakan 
rapat secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan. 
 
Model Regresi  
Penelitian ini menggunakan data panel, yang merupakan 
kombinasi dari dua jenis data tersebut. Data time series 
digunakan karena penelitian ini mencakup periode 
pengamatan selama tiga tahun, yaitu 2022–2024, 
sementara data cross-sectional diterapkan karena 
melibatkan sejumlah perusahaan yang digunakan sebagai 
objek penelitian. Model regresi data panel dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 
 
 
 
Keterangan: 
Y = Pengungkapan ESG 
α = Konstanta 
β = Koefisien Regresi 
X1 = Ukuran Dewan Direksi  
X2 = Komposisi Dewan Direksi 
X3 = Gender Dewan Direksi  
X4 = Ukuran Komite Audit 
X5 = Frekuensi Rapat Komite Audit 
ɛ = Eror Term 

 4. Pembahasan 

Uji Statistik Deskriptif 
Analisis statistik deskriptif adalah langkah awal yang 
digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai 
karakteristik data penelitian sebelum memasuki tahap 
pengujian lanjutan. Tahap ini dilakukan untuk 
memastikan bahwa data yang digunakan telah memenuhi 
kriteria kelayakan serta terbebas dari penyimpangan yang 
dapat memengaruhi hasil analisis. Hasil analisis statistik 
deskriptif pada penelitian ini berjumlah 174 observasi. 
Tabel berikut menyajikan hasil analisis statistik 
deskriptif, meliputi mean, median, maximum, minimun, 
serta standar deviasi untuk setiap variabel penelitian. 

 

 

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan Tabel 2 hasil uji statistik deskriptif, variabel 
ESG (Y) memiliki nilai mean sebesar 0,9047 dan median 
0,9556, yang menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan 
ESG perusahaan sampel relatif tinggi. Nilai minimum 
0,5333 dan maksimum 1,0000 mengindikasikan adanya 
variasi antarperusahaan, namun standar deviasi yang kecil 
(0,1119) menunjukkan data yang cukup homogen. 
Variabel Ukuran Dewan Direksi (X1) memiliki rata-rata 
3,9598 dengan median 4,0000, yang berarti sebagian 
besar perusahaan memiliki sekitar empat anggota dewan. 
Rentang nilai 2,0000 hingga 10,0000 menunjukkan 
adanya variasi, dengan standar deviasi 1,5594 yang 
mencerminkan variasi moderat. 
Pada variabel Dewan Direksi Independen (X2), nilai 
mean sebesar 0,0224 dan median 0,0000 menunjukkan 
bahwa sebagian besar perusahaan tidak memiliki atau 
hanya memiliki sedikit direksi independen. Nilai 
maksimum 0,3300 menunjukkan proporsi tertinggi 
sebesar 33%, dengan standar deviasi rendah 0,0759 yang 
menandakan variasi kecil dan kecenderungan homogen 
serta rendah. 
Variabel Gender Dewan Direksi (X3) memiliki mean 
0,1257, yang menunjukkan proporsi perempuan sebesar 
12,57%. Median 0,0000 mengindikasikan mayoritas 
perusahaan tidak memiliki direksi perempuan. Meskipun 
terdapat nilai maksimum 0,6700, standar deviasi 0,1782 
menunjukkan variasi sedang antarperusahaan. 
Ukuran Komite Audit (X4) memiliki mean 3,1264 dan 
median 3,0000, yang menunjukkan sebagian besar 
perusahaan memiliki tiga anggota komite audit. Rentang 
2,0000 hingga 6,0000 serta standar deviasi rendah 0,4761 
menandakan ukuran komite audit relatif seragam. 
Terakhir, Frekuensi Rapat Komite Audit (X5) memiliki 
mean 6,0805, yang menunjukkan rata-rata enam kali rapat 
per tahun. Median sebesar 5,0000 serta rentang 2,000 
hingga 32,000 mencerminkan variasi yang cukup besar, 
didukung oleh standar deviasi 4,3148 yang menunjukkan 
tingkat variasi relatif tinggi antarperusahaan. 
 
Pengujian Model Regresi Data Panel 
Analisis regresi data panel dapat dilakukan menggunakan 
tiga pendekatan model, yaitu Common Effect Model, 
Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. 
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Uji Chow 
Tabel 3. Hasil Uji Chow 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 3 hasil uji chow menunjukkan bahwa 
nilai probabilitas untuk Cross-section F sebesar 0,0000. 
Nilai probabilitas Cross-section Chi-square sebesar 0,000 
< 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima 
dan H0 ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
model yang sesuai adalah Fixed Effect Model (FEM). 

Uji Hausman 

Tabel 4. Hasil Uji Hausman 

 
 
 
 
Berdasarkan Tabel 4 hasil uji hausman menunjukkan 
bahwa nilai probabilitas (Prob.) sebesar 0,1094 > 0,05, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 
ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model 
yang sesuai adalah Random Effect Model (REM). 

Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Tabel 5. Hasil Uji Lagrange Multiplier 

 

 
 
Berdasarkan Tabel 5 hasil uji lagrange multiplier (LM) 
Breusch- Pagan menunjukkan bahwa nilai Cross-section 
sebesar 0,0000 < 0,05, dapat disimpulkan bahwa H0 
ditolak dan H1 diterima. Hasil uji ini mengindikasikan 
Random Effect Model adalah model regresi data panel 
yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini. 
 
Uji Asumsi Klasik 
Uji Multikolinearitas 

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas 
 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 6 hasil uji multikolinearitas dengan 
menggunakan Random Effect Model (REM) 
menunjukkan bahwa seluruh variable independen dalam 
penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Hal ini 
ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi antar variable, 
dimana Ukuran Dewan Direksi memiliki nilai sebesar 
1,000000, Dewan Direksi Independen sebesar - 0,028447, 
Gender Dewan Direksi sebesar 0.181362, Ukuran Komite 
Audit sebesar 0.084740, dan Frekuensi Rapat Komite 

Audit sebesar 0.365579 kelimanya berada < 0,85.Uji 
Heteroskedastisitas  

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 7 hasil uji heteroskedastisitas breusch-
pagan-godfrey pada variable Dewan Direksi Independen 
(X2) dan Ukuran Komite Audit (X4) memiliki nilai < 0,05 
yang menunjukkan bahwa mengalami gejala 
heteroskedastisitas. Sementara itu, variabel Ukuran 
Dewan Direksi (X1), Gender dewan Direksi (X3), dan 
Frekuensi Rapat Komite Audit (X5) memiliki nilai > 0,05 
yang dapat disimpulkan ketiga variabel tersebut tidak 
mengalami heteroskedastisitas atau lolos uji 
heteroskedastisitas. Dikarenakan ada dua variabel yang 
terjadi heteroskedastisitas, maka peneliti menggunakan 
alternatif pengujian lain yaitu uji heteroskedastisitas 
residual, untuk memastikan kestabilan varians pada 
model regresi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 2. Grafik Residual 

Berdasarkan Gambar 2 grafik residual uji 
heteroskedastisitas, menunjukkan bahwa nilai residual 
berada antara rentang -3 hingga 2 dan tidak melampaui 
batas ±500. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 
model regresi yang digunakan bebas dari gejala 
heteroskedastisitas. 

Uji Hipotesis 
Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 8 nilai Adjusted R-Squared sebesar 
0,119438 yang menunjukkan bahwa kelima variabel 
independen dalam penelitian ini, yaitu Ukuran Dewan 
Direksi (X1), Dewan Direksi Independen (X2), Gender 
Dewan Direksi (X3), Ukuran Komite Audit (X4), dan 
Frekuensi Rapat Komite Audit (X5) mampu menjelaskan 
sebesar 11,94% variasi pada variabel Pengungkapan 



Jurnal TECHNOBIZ Vol. 9, No. 1, 2026, 79-89. ISSN 2722-3566 (print), 2655-3457 (online) 
 

85 
 

ESG. Sementara itu, sisanya sebesar 88,06% dipengaruhi 
oleh berbagai faktor lain di luar dari penelitian ini. 

Uji Pasial (Uji T) 

Tabel 9. Hasil Uji T 

 

 

 

 
 
Ukuran Dewan Direksi (X1) menunjukkan nilai t-hitung 
sebesar 2,735454 > t-tabel sebesar 1,97385 dengan nilai 
probabilitas 0,0069 < 0,05. Berdasarkan hasil ini, 
hipotesisi pertama (H1) diterima. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa ukuran dewan direksi memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan 
ESG. 
Dewan Direksi Independen (X2) menunjukkan nilai t-
hitung sebesar -1,768209 < t-tabel sebesar 1,97385 
dengan nilai probabilitas 0,0788 > 0,05. Berdasarkan hasil 
ini, hipotesis kedua (H2) ditolak, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa keberadaan dewan direksi 
independen tidak memiliki pengaruh terhadap 
pengungkapan ESG. 
Gender Dewan Direksi (X3) menunjukkan bahwa nilai t-
hitung sebesar 0,535291 < t-tabel sebesar 1,97385 dengan 
nilai probabilitas 0,5932, > 0,05. Berdasarkan hasii ini, 
hipotesis ketiga (H3) ditolak, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa gender dewan direksi tidak memiliki pengaruh 
terhadap pengungkapan ESG. 
Ukuran Komite Audit (X4) menunjukkan bahwa nilai t-
hitung sebesar 3,164818 > t-tabel sebesar 1,97385 dengan 
nilai probabilitas 0,0018 < 0,05. Berdasarkan hasil ini, 
menunjukkan hipotesis keempat (H4) diterima. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa ukuran komite audit 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pengungkapan ESG. 
Frekuensi Rapat Komite Audit (X5) menghasilkan nilai t-
hitung sebesar 2.287429 > t-tabel sebesar 1,97385 dengan 
nilai probabilitas 0.0234 < 0,05. Berdasarkan hasil ini, 
hipotesis kelima (H5) diterima, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa frekuensi rapat komite audit memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan 
ESG. 
 
Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap 
Pengungkapan ESG 
Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa 
variabel ukuran dewan direksi memiliki nilai t-hitung 
sebesar 2,735454 dengan nilai probabilitas 0,0069 < 0,05. 
Temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) 
diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran 
dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pengungkapan ESG. Dengan demikian, jumlah anggota 
dewan direksi terbukti menjadi salah satu faktor yang 
mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi ESG 
oleh perusahaan, di mana semakin besar jumlah anggota 
dewan direksi, semakin kuat fungsi pengawasan, 

koordinasi, dan pengambilan keputusan strategis, yang 
pada akhirnya meningkatkan kecenderungan perusahaan 
untuk memperluas transparansi terkait kinerja 
lingkungan, sosial, dan tata kelola. Selain itu, 
keberagaman anggota dewan memungkinkan hadirnya 
berbagai perspektif yang dapat mendukung penerapan 
praktik keberlanjutan. Hasil ini juga sesuai dengan teori 
stakeholder dan teori legitimasi yang menyatakan bahwa 
dewan direksi dengan jumlah anggota yang lebih besar 
memungkinkan pengawasan yang lebih intensif dan 
komprehensif terhadap perusahaan, sehingga 
meningkatkan dorongan internal dalam mengungkapan 
informasi ESG secara lebih luas guna memenuhi 
kebutuhan informasi para stakeholder dan memperkuat 
legitimasi perusahaan di mata publik. Temuan ini 
konsisten dengan penelitian [35] dan [8] yang 
menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap pengungkapan ESG. 
Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan 
jumlah anggota dewan yang lebih besar cenderung 
mengungkapkan informasi ESG secara lebih luas sebagai 
upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas kepada 
para pemangku kepentingan dan mempertahankan 
legitimasi perusahaan di mata publik. 
 
Pengaruh Dewan Direksi Independen terhadap 
Pengungkapan ESG 
Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa 
variabel dewan direksi independen memiliki nilai t-hitung 
sebesar -1,768209 dengan nilai probabilitas 0,0788 > 
0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis 
kedua (H2) ditolak sehingga dewan direksi independen 
tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ESG. 
Hasil ini, menunjukkan bahwa keberadaan dan proporsi 
anggota dewan direksi independen belum secara optimal 
mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi 
terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola 
perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori 
stakeholder dan teori legitimasi, yang berpendapat bahwa 
dewan direksi independen bertindak sebagai wakil 
kepentingan pemangku kepentingan dan mendorong 
perusahaan untuk lebih transparan terhadap  
pengungkapan informasi ESG dan perusahaan dapat 
memperoleh legitimasi di mata publik karena dalam 
aktivitasnya sesuai dengan norma, nilai, dan ekspetasi 
publik. Namun dalam praktinya, peran dewan direksi 
independen dalam perusahaan belum berjalan efektif 
dalam mewakili kepentingan stakeholder dan juga dalam 
hal ini perusahaan tidak selalu bergantung pada peran 
dewan direksi independen melainkan faktor lain seperti 
tuntutan regulasi, tekanan pasar, reputasi perusahaan, atau 
strategi komunikasi korporat mungkin lebih dominan 
mempengaruhi sejauh mana perusahaan mengungkapkan 
ESG. Temuan ini konsisten dengan penelitian [10] dan 
[14] yang menyimpulkan bahwa dewan direksi 
independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 
ESG. Penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa peran 
dewan direksi independen dalam mendorong 
pengungkapan ESG masih lemah dan tidak memberikan 
kontribusi yang signifikan. Independensi formal juga 
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tidak selalu mencerimkan kemampuan dean direksi untuk 
memberikan pengawasan substantif. 
 
Pengaruh Gender Dewan Direksi terhadap 
Pengungkapan ESG 
Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa 
variabel gender dewan direksi memiliki nilai t-hitung 
sebesar 0,535291 dengan nilai probabilitas 0,5932 > 0,05. 
Temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) 
ditolak yang menyatakan gender dewan direksi tidak 
berpengaruh terhadap pengungkapan ESG. Hasil ini 
menunjukkan bahwa representasi gender dalam struktur 
dewan direksi belum memainkan peran yang signifikan 
sebagai faktor penentu dalam proses pengambilan 
keputusan terkait transparansi pengungkapan ESG. 
Dengan kata lain, kehadiran perempuan di dewan direksi 
belum efektif dalam mendorong perusahaan untuk 
memperluas cakupan atau meningkatkan kualitas 
pengungkapan ESG. Temuan ini tidak sejalan dengan 
teori stakeholder dan teori legitimasi, yang berpendapat 
keragaman gender di dewan direksi dapat memperkaya 
perspektif dalam proses pengambilan keputusan, 
meningkatkan perhatian terhadap isu-isu sosial dan 
lingkungan, serta mendorong pengungkapan ESG yang 
lebih luas sebagai respons terhadap kepentingan 
stakeholder dan keterlibatan perempuan dalam dewan 
direksi dianggap sebagai strategi perusahaan untuk 
membangun dan mempertahankan legitimasi perusahaan 
di mata publik. Namun dalam praktiknya, peran 
perempuan dalam struktur dewan direksi belum cukup 
kuat secara struktural maupun fungsional dalam 
pengambilan keputusan pengungkapan informasi ESG. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh [46] dan [37] yang menyimpulkan bahwa 
representasi perempuan dalam dewan direksi tidak 
memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ESG. 
Temuan ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam 
struktur dewan direksi masih bersifat simbolis dan belum 
memberikan kontribusi yang signifikan dalam 
mempromosikan praktik pengungkapan ESG. 
 
Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap 
Pengungkapan ESG 
Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa 
variabel ukuran komite audit memiliki nilai t-hitung 
sebesar 3,164818 dengan nilai probabilitas 0,0018 < 0,05. 
Temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H4) 
diterima yaitu ukuran komite audit berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap pengungkapan ESG. Hasil 
penelitian ini mengindikasikan bahwa komite audit 
dengan jumlah anggota yang lebih besar umumnya 
memiliki kapasitas sumber daya yang lebih besar, 
keragaman keahlian, dan intensitas pengawasan yang 
lebih tinggi, sehingga lebih efektif dalam mendorong 
perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan kualitas 
pengungkapan ESG. Temuan ini sejalan dengan teori 
stakeholder dan teori legitimasi, yang berpendapat bahwa 
perusahaan harus memenuhi informasi yang diperlukan 
oleh para pemangku kepentingan, dan komite audit 
berperan sebagai pengawas yang memastikan bahwa 

proses pengungkapan ESG dilakukan dengan akurat, 
transparan, dan dapat di pertanggungjawabkan guna 
mempertahankan legitimasi perusahaan di mata publik. 
Temuan ini sesuai dengan penelitian [16] dan [39] yang 
mengindikasikan bahwa ukuran komite audit berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap pengungkapan ESG. 
Temuan ini menunjukkan bahwa semakin banyak anggota 
yang terlibat dalam komite audit, semakin optimal fungsi 
pengawasan yang dilakukan terhadap praktik 
pengungkapan ESG perusahaan. 
 
Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap 
Pengungkapan ESG 
Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa 
variabel frekuensi rapat komite audit memiliki nilai t-
hitung sebesar 2,287429 dan nilai probabilitas 0,0234 < 
0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima 
(H5) diterima yaitu frekuensi rapat komite audit 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pengungkapan ESG. Temuan ini mengindikasikan bahwa 
semakin sering komite audit melakukan rapat, semakin 
intens pengawasan, evaluasi serta monitoring terhadap 
proses pengungkapan ESG. Frekuensi rapat yang tinggi 
dapat membuat komite audit untuk lebih proaktif dan 
responsif dalam mengidentifikasi isu-isu strategis dan 
risiko yang terkait dengan aspek keberlanjutan, yang pada 
akhirnya mendorong peningkatan dalam kualitas dan 
kelengkapan pengungkapan ESG. Hasil ini sejalan 
dengan teori stakeholder dan teori legitimasi, yang 
berpendapat bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab 
untuk menyediakan informasi yang relevan, transparan 
dan komprehensif kepada para pemangku kepentingan. 
Rapat komite audit yang lebih sering mencerminkan 
tingginya tingkat pengawasan kepada stakeholder 
menjadi lebih transparan dan dapat di 
pertanggungjawabkan guna mempertahankan legitimasi 
di mata publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh [19] dan [20] yang 
menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit 
memiliki pengaruh positif terhadap kualitas 
pengungkapan ESG. Komite audit yang sering melakukan 
rapat cenderung lebih efektif dalam mengidentifikasi dan 
mengevaluasi isu-isu terkait ESG, sehingga mendorong 
perusahaan untuk meningkatkan tingkat 
pengungkapannya. 

5. Kesimpulan 
Penelitian ini dirancang untuk secara empiris 
menganalisis pengaruh dari dimensi-dimensi tata kelola 
perusahaan, meliputi ukuran dewan direksi, proporsi 
dewan direksi independen, keragaman gender dalam 
dewan direksi, ukuran komite audit, dan frekuensi rapat 
komite audit terhadap pengungkapan lingkungan, sosial, 
dan tata kelola (ESG) pada perusahaan sektor energi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rentang 
waktu 2022–2024. Dengan menggunakan sampel 58 
perusahaan energi. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh 
kesimpulan pada variabel ukuran dewan direksi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pengungkapan ESG, hasil ini menunjukkan bahwa 
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hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini menunjukkan 
bahwa dewan direksi dengan jumlah yang lebih banyak 
dapat meningkatkan kapasitas perusahaan dalam 
menjalankan fungsi pengawasan, mengoptimalkan 
koordinasi, dan meningkatkan kualitas pengambilan 
keputusan, yang pada akhirnya mendorong 
pengungkapan ESG yang lebih luas. Variabel dewan 
direksi independen tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan ESG, dengan demikian hipotesis kedua 
(H2) ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa peran 
dewan direksi independen tampaknya belum menjadi 
faktor pendorong yang kuat dalam meningkatkan 
transparansi pengungkapan ESG. Variabel gender dewan 
direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ESG, 
hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) 
ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa representasi 
perempuan dalam dewan direksi belum mampu 
mendorong perusahaan untuk memperluas atau 
meningkatkan kualitas pengungkapan ESG. Variabel 
ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pengungkapan ESG, sehingga hipotesis keempat 
(H4) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin 
besar ukuran komite audit, semakin kuat fungsi 
pengawasan dan evaluasi terhadap transparansi praktik 
pengungkapan ESG. Terakhir, variabel frekuensi rapat 
komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pengungkapan ESG, sehingga hipotesis kelima (H5) 
diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 
frekuensi rapat komite audit, semakin kuat intensitas 
pengawasan, evaluasi, dan pemantauan terhadap proses 
pengungkapan ESG. 
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